
BUPATI KUTAI BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT 
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan perubahan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian dan 
perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan 
Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3896)T sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten 
Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rerublik 
Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021- 
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 
2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kutai Barat Nomor 217);

9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 42 Tahun 2021 
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 
2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 
2021 Nomor 42);

10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 Nomor 17, 
Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 
8);

11. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 19 Tahun 2023 
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat 
Tahun 2023 Nomor 22, Tambahan Berita Daerah 
Kabupaten Kutai Barat Nomor 12);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten 
Kutai Barat.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut dengan Renja PD adalah 
dokumen perencanaan kerja PD untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA PD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan 
belanja Daerah.

Pasal 2

(1) Perubahan Renja PD tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang 
harus dipedomani oleh PD dalam menyusun perubahan RKA PD tahun 
2023.

(2) Rincian perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Untuk menjamin keselarasan perubahan RKA PD dengan perubahan 
Renja PD, tim anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi 
terhadap perubahan RKA PD.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kutai Barat.
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Diundangkan di Sendawar7
pada tanggal 29 September 2023

Ditetapkan di Sendawar7 

pada tanggal 29 September 2023 

BUPATI KUTAI BARAT,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 27, 
TAMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 17.


